
BUPATI BANDUNG

Menimbang

Mengingat

KEptJTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR   :   421.3/Kep.280-I)isctik/20C)5

TENTANG

PEMBENTul(AN SEt(OLAH MENENGAH PEFLTAMA
{SMP) NEGERI 2 PASEH KABuPATEN BANDUNG

BuPATI BANDUNG

:    a.    bahwa  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional
Nomor   60/U4002   tentang    Pedoman    Pendirian    Sekolah,
pendiriEin   sekolah   merupahan   pembentuken   sekolah   baru
yang     dida5arkan     atas     kebiltuhan     masyarakat     untuk
memperoleh  pendidiken ;

b.    bahwa  dengan  meningkatnya  pendidikan  masyarakat  dapat
memberikan      kontribusi      terhadap      peningkatan      lndek5
Pcmbongunon Monugia ¢PM) Kabupeten Bandung ,.

c.    bahwa   bcrdasarken   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
dalam      huruf     a      dan      huruf      b      perlu      menefapkan
Pembentuken  Sekolah   Menengah   Pertama   {SMP)   Negeri   2
Paseh Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati ;

1.    Undarg     -    Undang     Nomor     14    Tahun     1950    tentang
Pemerinfahan   Daerah   Kabupaten   Dalam   Lingkungan   Jawa
Barat (Bcrifa Ncgara Tahun  1950) ;

2.    Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun   2003  tentang  Sistem
Pendidikan  Nasional  {Lembaran  Negara  Tahiin  2003  Nomor
78, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;

3.    Undang    -    Undang    Nomor    32    Tahun    2004    tenfang
Pemerintahan  Daerah  {Lembaran  Negara Tahun  2004  Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4.    Undang    -    Undang    Nomor    33    Tahun     2004    tcnfang
Perimbangan    Keuangan    Antara    Pemerintah    Pusat    dan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;



IEE
Peraturan Pemerinfah  Nomor 39 Tahun  1992 tentang Peran
Seha   Masyarakat   Dalam   Pendjdikan   Nasional   (Lembaran
Negara   Tahun    1992    Nomor   69,    Tambahan    Lembaran
Negara Nomor 3485) ;

6.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   56   Tahun    1998   tentang
Perubahan  Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor  29  Tahun
1990   ten fang   Pendidiken   Menengah   (Lembaran   Negara
T_L . --_  ,---,,Tahun
3764J ;

___  _

1998 Nomor 91, Tambahan [embaran Negara Nomor

7.      Peraturan   Pemerintah   Nomor   25   Tahun   2000   ten fang
Kewenangan Pemerinfah dan Kewenangan  Propinsi Sebagai
Daerah Citonom  (Lembaran  Negara Tahun  2000  Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

1U.

11.

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2000   tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor  38  Tahun
1992   tentang   Tenaga   Kependidikan   (Lembaran   Negara
Tahun  2000 Nomor 81 Tambahan  Lembaran Negara Nomor
3974) ;

Peraturan   Pemerintah   Nomor   84   Tahun   2000   tentang
Pcdoman  Organisasi  Pel.angkat  Daerah  {Lembaran  Negara
Tahun 2000 Nomor 165) ;

Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 053/U/2001
tentang  Pedoman  Penyusuiian  Sfandar  Pclayanan  Minimal
Penyelenggaraan   Persekolahan   Bidang   Pendidikan   Dasar
dan Menengah ;

Keputu5an  Menteri  Pendidilan  Nasional  Nomor 044/u/2002
L___I__  __           h

12.     Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah

13.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002
tentang    Kewenangan    Kabupaten    Bandung    (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 34 Seri D) ;

14.     Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002
tentang  Pembentuken  Onganisasi  Dinas  Daerah  Kabupaten
Bandung     (Lembaran     Daerah   Tahun   2002   Nomor   37
Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004
tentang   Penyelenggaraan   Slstem   Pendldlkan   Naslonal   DI
Kabupaten  Bandung {Lembaran Daerah Tahun  2004 Nomor
24 Seri D).



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KEHGA

MEMUTUSKAN   :

Membentuk  5ekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  Negeri  2  Paseh
Kabupeten Bandung.

:    Pelakeanaan,       pengawasan       dan       pengendalian       Sekolah
sebagaimana dimak5ud  pada diktum  PERTAMA dilaksanakan  oleh
Dinas Pendidiken Kabupaten Bandung dengan   berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

:    Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang
mengenai teknis  pelakeanaan  diatur kemudian  oleh  Kepala  Dinas
Perididikan dan melaporkan kepada Bupati.

KEEMPAT                    :    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapken.

Ditetapkan di .Soreang
pada tanggal29  Deseriiber  2005

RIBL!±S4Dl, disampaikan kepada  :

Yth.1.    Dirjen pendidihan Dasar dan Menengah Depdiknas.
2.    Djrektur Dikdasmen  Depdiknas.
3.    Gubernur Jawa Barat.
4.    Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
5.   ,Para A5isten dan Kepala Bagian pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6.    Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Keda

Di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Bandung.
7.    Kepala SMPN 2 Paseh Kabupaten Bandung.


